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[RANU [PENGANTUAR

Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu yang
berperan krusial dalam pengelolaan negara dan pelayanan publik. Sebagai
penghubung antara pemerintah dan masyarakat, administrasi publik tidak
hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan program-
program pemerintah, tetapi juga untuk memastikan bahwa layanan publik
diberikan dengan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Dalam era globalisasi dan perubahan cepat ini, pemahaman
yang mendalam tentang administrasi publik sangat penting untuk
menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi
pada hasil.

Buku ajar ini membahas konsep dasar administrasi publik, yang
meliputi definisi, sejarah, dan perkembangan bidang ini dari masa ke masa.
Buku ajar ini juga membahas berbagai fungsi dan struktur organisasi
administrasi publik, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
kebijakan publik. Setiap bab dirancang untuk memberikan pemahaman
yang jelas dan mendalam mengenai topik-topik utama dalam administrasi
publik, dengan penekanan pada penerapan praktis dan studi kasus yang
relevan.

Semoga buku jar ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi
positif bagi pengembangan pengetahuan dan praktik administrasi publik di

Indonesia

Salam hangat.
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AINAHISTS INSTRUKSIORNIAL

No Kemampuan Akhir yang Indikator
Diharapkan
1 | Mampu  memahami terkait | ¢ Definisi Administrasi

dengan  definisi  administrasi
publik, memahami sejarah dan
perkembangan administrasi
publik, serta memahami peran
dan fungsi administrasi publik
dalam masyarakat, sehingga
pembaca dapat memahami dan
menjelaskan  konsep  dasar
administrasi publik, mengikuti
perkembangan sejarahnya, serta
menganalisis peran dan fungsi
administrasi publik  dalam
masyarakat dengan perspektif
yang Kritis dan terinformasi.

Publik

Sejarah dan
Perkembangan
Administrasi Publik
Peran dan Fungsi
Administrasi Publik
dalam Masyarakat

Mampu  memahami  terkait
dengan dasar-dasar teori
administrasi publik, memahami
prinsip-prinsip  dasar  dalam
administrasi publik, serta
memahami konsep-konsep kunci
dalam  administrasi  publik,
sehingga pembaca dapat
memahami dan  menjelaskan
dasar-dasar teori administrasi
publik,  prinsip-prinsip  yang
mendasari praktik administrasi
publik, serta konsep-konsep
kunci yang diperlukan untuk
menjalankan fungsi administrasi
publik secara efektif.

Dasar-Dasar Teori
Administrasi Publik
Prinsip-Prinsip Dasar
dalam Administrasi
Publik
Konsep-Konsep Kunci
dalam Administrasi
Publik

Mampu  memahami terkait
dengan administrasi publik dan
ilmu politik, memahami
administrasi publik dan ekonomi,

Administrasi Publik dan

IImu Politik

Administrasi Publik dan

Ekonomi
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memahami administrasi publik

dan sosiologi, memahami
administrasi publik dan
antropologi, memahami

administrasi publik dan hukum,
serta memahami administrasi
publik dan psikologi, sehingga
pembaca dapat memahami dan
menjelaskan keterkaitan antara

administrasi ~ publik  dengan
berbagai disiplin ilmu, serta
menerapkan wawasan
interdisipliner  dalam  praktik
administrasi publik untuk
mencapai  pengelolaan  dan

pelayanan publik yang lebih baik
dan efektif.

Administrasi Publik dan
Sosiologi

Administrasi Publik dan
Antropologi
Administrasi Publik dan
Hukum

Administrasi Publik dan
Psikologi

4 | Mampu  memahami terkait Transparansi dan
dengan transparansi dan Akuntabilitas
akuntabilitas, memahami Efisiensi dan Efektivitas
efisiensi dan efektivitas, Keadilan dan
memahami keadilan dan Inklusivitas
inklusivitas, serta memahami Responsivitas dan
responsivitas dan  partisipasi Partisipasi Publik
publik, sehingga pembaca dapat
memahami dan  menerapkan
prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, efisiensi,
efektivitas, keadilan, inklusivitas,
responsivitas, dan partisipasi
publik dalam administrasi publik
untuk  meningkatkan kualitas
pengelolaan  dan  pelayanan
publik serta memastikan bahwa
kebijakan dan program yang
diterapkan memenuhi kebutuhan
dan harapan masyarakat.

5 | Mampu  memahami terkait Teori dan Konsep
dengan teori dan  konsep Kesetaraan Gender
kesetaraan gender, memahami Kesetaraan Gender
kesetaraan gender dalam dalam Keluarga, Tempat
keluarga, tempat kerja, dan Kerja, dan Pendidikan
pendidikan, memahami

viii
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kesetaraan gender dalam
kebijakan publik, serta
memahami tantangan dan
hambatan  dalam  mencapai
kesetaraan  gender, sehingga

pembaca dapat memahami dan
menerapkan teori dan konsep
kesetaraan gender dalam berbagai
konteks, menganalisis kesetaraan
gender dalam keluarga, tempat
kerja, dan pendidikan, serta
mengevaluasi kebijakan publik
terkait kesetaraan gender dan
tantangan yang dihadapi dalam
mencapainya.

Kesetaraan Gender
dalam Kebijakan Publik
Tantangan dan
Hambatan dalam
Mencapai Kesetaraan
Gender

Mampu  memahami terkait
dengan teori birokrasi Max
Weber, memahami teori
administrasi  ilmiah  Frederick
Taylor, memahami teori
manajemen human relations
Elton Mayo, serta memahami

teori sistem, sehingga pembaca

dapat memahami dan
menerapkan teori-teori utama
dalam administrasi dan
manajemen,  termasuk  teori
birokrasi Max Weber, teori
administrasi  ilmiah  Frederick

Taylor, teori manajemen human
relations Elton Mayo, dan teori

sistem, serta  menganalisis
bagaimana teori-teori ini
mempengaruhi  praktik  dan

struktur organisasi dalam konteks
modern.

Teori Birokrasi Max
Weber

Teori Administrasi
Iimiah Frederick Taylor
Teori Manajemen
Human Relations Elton
Mayo

Teori Sistem

Mampu  memahami terkait
dengan ruang lingkup
administrasi publik, memahami
sejarah perkembangan

administrasi publik, memahami
paradigma administrasi publik,
serta  memahami  hubungan

Ruang Lingkup
Administrasi Publik
Sejarah Perkembangan
Administrasi Publik
Paradigma Administrasi
Publik

Buku Ajar
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administrasi  publik  dengan
disiplin lain, sehingga pembaca
dapat memahami dan
menjelaskan ~ ruang  lingkup
administrasi  publik, mengikuti
sejarah perkembangannya,
mengidentifikasi dan
menganalisis berbagai paradigma
administrasi publik, serta
memahami hubungan dan
interaksi  antara  administrasi
publik dan berbagai disiplin ilmu
lainnya.

Hubungan Administrasi
Publik dengan Disiplin
Lain

Mampu  memahami terkait
dengan sumber daya manusia,
memahami sumber daya
keuangan, memahami sumber
daya fisik, serta memahami
sumber daya informasi, sehingga
pembaca dapat memahami dan
mengelola berbagai jenis sumber
daya dalam organisasi termasuk
sumber daya manusia, keuangan,
fisik, dan informasi sehingga
dapat meningkatkan efisiensi,
efektivitas, dan keberlanjutan
organisasi dalam mencapai tujuan
dan menghadapi tantangan.

Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Keuangan
Sumber Daya Fisik
Sumber Daya Informasi

Mampu  memahami terkait
dengan perencanaan dan
penganggaran, memahami
implementasi dan pengawasan,
serta memahami evaluasi dan
pelaporan, sehingga pembaca
dapat memahami dan
menerapkan prinsip-prinsip
perencanaan dan penganggaran
yang efektif, melaksanakan dan
mengawasi anggaran dengan
baik, serta melakukan evaluasi
dan pelaporan yang komprehensif
untuk mendukung pengelolaan

Perencanaan dan
Penganggaran
Implementasi dan
Pengawasan

Evaluasi dan Pelaporan

Administrasi Publik



anggaran dan pencapaian tujuan
organisasi.

10 | Mampu  memahami terkait Definisi dan Tipe

dengan  definisi dan tipe Kebijakan Publik

kebijakan publik, memahami Proses Pembuatan

proses pembuatan  kebijakan Kebijakan Publik

pUb'Ik, serta memahami |mp|ementasi dan

implementasi  dan  evaluasi Evaluasi Kebijakan
kebijakan  publik,  sehingga Publik

pembaca dapat memahami dan
menerapkan konsep-konsep dasar
dalam kebijakan publik,
mengikuti  proses pembuatan
kebijakan dari awal hingga akhir,
serta melakukan implementasi
dan evaluasi kebijakan secara
efektif untuk mencapai tujuan

yang diinginkan dan
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
11 | Mampu  memahami  terkait | ¢ Definisi dan Fungsi
dengan definisi dan fungsi Birokrasi
birokrasi, memahami | e Karakteristik Birokrasi

karakteristik birokrasi efektif, Efektif

serta memahami peran birokrasi e Peran Birokrasi dalam
dalam pelayanan publik, sehingga Pelayanan Publik
pembaca dapat memahami
konsep-konsep dasar dan fungsi
birokrasi, mengenali karakteristik
yang mendukung birokrasi yang
efektif, serta menganalisis peran
birokrasi  dalam  penyediaan
layanan publik untuk
meningkatkan  efisiensi  dan
kualitas  pelayanan  kepada

masyarakat.
12 | Mampu  memahami  terkait | ¢ Model Pelayanan
dengan model pelayanan Tradisional

tradisional, memahami model | ¢ Model Pelayanan Baru
pelayanan baru, serta memahami | « Model Pelayanan

model pelayanan berbasis Berbasis Teknologi
teknologi, sehingga pembaca
dapat memahami dan
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membandingkan berbagai model
pelayanan tradisional, baru, dan
berbasis teknologi serta
menganalisis bagaimana setiap
model dapat mempengaruhi
kualitas dan efisiensi pelayanan
dalam berbagai konteks dan
sektor.

13

Mampu  memahami  terkait
dengan definisi dan prinsip etika
dalam  administrasi publik,
memahami  pentingnya etika
dalam pelayanan publik, serta
memahami  akuntabilitas dan
transparansi, sehingga pembaca
dapat memahami dan
menerapkan prinsip-prinsip etika
dalam administrasi publik, serta
memastikan akuntabilitas dan
transparansi  dalam pelayanan
publik  untuk  meningkatkan
integritas  dan  kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah
dan organisasi publik.

Definisi dan Prinsip
Etika dalam
Administrasi Publik
Pentingnya Etika dalam
Pelayanan Publik
Akuntabilitas dan
Transparansi

14

Mampu  memahami  terkait

dengan definisi diskresi
administrasi, memahami
pentingnya  diskresi  dalam
pelayanan publik, serta

memahami tantangan dan dilema
diskresi administrasi, sehingga
pembaca dapat memahami
konsep diskresi administrasi,
mengapresiasi pentingnya
diskresi dalam pelayanan publik,
serta mengatasi tantangan dan
dilema yang mungkin timbul dari
penggunaan  diskresi  untuk
memastikan pengambilan
keputusan yang adil dan efektif
dalam administrasi publik.

Definisi Diskresi
Administrasi
Pentingnya Diskresi
dalam Pelayanan Publik
Tantangan dan Dilema
Diskresi Administrasi

15

Mampu  memahami terkait
dengan globalisasi dan teknologi,

Globalisasi dan
Teknologi

xii
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memahami keterbatasan sumber | ¢ Keterbatasan Sumber
daya, memahami  reformasi Daya

birokrasi, serta memahami | ¢ Reformasi Birokrasi
partisipasi publik dan | e Partisipasi Publik dan
demokratisasi, sehingga pembaca Demokratisasi

dapat memahami dan mengatasi
dampak globalisasi dan teknologi
terhadap administrasi  publik,
mengelola keterbatasan sumber
daya, menerapkan reformasi
birokrasi secara efektif, serta
mendorong partisipasi publik dan
proses  demokratisasi  untuk
meningkatkan  kualitas  dan
efisiensi pelayanan publik.
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BABHI
PENEANZA R A DNINISUTRAS]
RUB IE1KS

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan definisi administrasi publik,
memahami sejarah dan perkembangan administrasi publik, serta
memahami peran dan fungsi administrasi publik dalam masyarakat,
sehingga pembaca dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar
administrasi publik, mengikuti perkembangan sejarahnya, serta
menganalisis peran dan fungsi administrasi publik dalam masyarakat
dengan perspektif yang kritis dan terinformasi.

Materi Pembelajaran

e Definisi Administrasi Publik

e Sejarah dan Perkembangan Administrasi Publik

e Peran dan Fungsi Administrasi Publik dalam Masyarakat

e Soal Latihan

A. Definisi Administrasi Publik

Administrasi Publik adalah suatu bidang yang mempelajari dan
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik
untuk mengelola layanan kepada masyarakat. Sebagai disiplin ilmu,
Administrasi Publik berfungsi untuk menjembatani antara keputusan
politik yang diambil oleh pemerintah dan pelaksanaannya dalam bentuk
layanan dan program yang nyata bagi masyarakat. Menurut Nicholas
Henry (2013) dalam bukunya Public Administration and Public Affairs,
Administrasi Publik didefinisikan sebagai semua aktivitas yang
berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, baik pada level
pusat maupun daerah. Definisi ini menekankan pentingnya peran
Administrasi Publik sebagai alat untuk menerjemahkan kebijakan
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menjadi aksi nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini
menunjukkan bahwa tanpa adanya Administrasi Publik yang efektif,
kebijakan pemerintah tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan.

Dwight Waldo (1948), salah satu tokoh klasik dalam bidang ini,
menjelaskan bahwa Administrasi Publik tidak hanya tentang
pelaksanaan kebijakan, tetapi juga tentang pembuatan kebijakan itu
sendiri. Dalam pandangan Waldo, Administrasi Publik harus dilihat
sebagai proses yang integral dari perumusan hingga pelaksanaan
kebijakan, di mana keduanya tidak dapat dipisahkan. la menekankan
pentingnya keterlibatan administratif dalam semua tahap kebijakan
publik, mulai dari pengidentifikasian masalah, penyusunan solusi,
hingga implementasi dan evaluasi kebijakan. Administrasi Publik juga
memiliki kaitan yang erat dengan konsep birokrasi. Max Weber (1922),
dalam teorinya tentang birokrasi, menyatakan bahwa birokrasi adalah
struktur yang paling efisien untuk mengelola organisasi besar, termasuk
pemerintah. Birokrasi menurut Weber adalah sistem yang diatur oleh
aturan yang jelas, hirarki otoritas yang ketat, dan pembagian kerja yang
spesifik. Dalam konteks Administrasi Publik, birokrasi menjadi tulang
punggung Yyang memungkinkan organisasi publik menjalankan
fungsinya secara efektif dan teratur.

Seiring perkembangan zaman, konsep Administrasi Publik
mengalami transformasi. New Public Management (NPM), yang muncul
pada akhir abad ke-20, memperkenalkan pendekatan yang lebih modern
dan efisien dalam pengelolaan sektor publik. NPM mengadopsi prinsip-
prinsip manajemen sektor swasta, seperti orientasi pada hasil, efisiensi
biaya, dan peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini menyebabkan
pergeseran dari pendekatan tradisional yang birokratis ke pendekatan
yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Dwight Waldo (1952) juga membahas bahwa Administrasi
Publik harus memperhatikan aspek etika dan akuntabilitas. Administrasi
Publik yang baik bukan hanya soal bagaimana kebijakan dijalankan,
tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut memenuhi standar moral dan
etika yang tinggi. Hal ini mencakup transparansi dalam proses
administrasi, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan
akuntabilitas pemerintah terhadap tindakan dan kebijakannya.
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B. Sejarah dan Perkembangan Administrasi Publik

Sejarah dan perkembangan Administrasi Publik adalah kisah
evolusi konsep dan praktik yang mendasari pengelolaan kebijakan serta
organisasi publik. Perjalanan panjang ini mencerminkan bagaimana
bidang ini telah berubah seiring dengan perubahan sosial, politik, dan
ekonomi global.

1. Masa Klasik

Masa Klasik dalam sejarah Administrasi Publik merujuk pada
periode awal ketika konsep-konsep dasar dan fondasi teoretis dari
administrasi pemerintahan mulai terbentuk. Salah satu tokoh paling
berpengaruh dalam periode ini adalah Max Weber (1922), yang
memperkenalkan teori birokrasi sebagai model ideal untuk administrasi
publik. Weber berpendapat bahwa birokrasi adalah sistem organisasi
yang paling efisien untuk mengelola tugas-tugas administratif dalam
pemerintahan, karena sifatnya yang rasional, terstruktur, dan berbasis
aturan yang ketat. Menurut Weber, birokrasi harus didasarkan pada
hierarki yang jelas, pembagian kerja yang spesifik, serta kepatuhan
terhadap prosedur formal yang diatur secara ketat.

Di Amerika Serikat, Woodrow Wilson (1887) berperan kunci
dalam mendefinisikan Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu yang
terpisah dari politik. Dalam esainya yang terkenal, "The Study of
Administration," Wilson menyarankan agar administrasi dipisahkan dari
politik untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan
pemerintah. Wilson berargumen bahwa administrasi seharusnya
dijalankan oleh para profesional yang netral dan ahli, yang bertanggung
jawab untuk menerapkan kebijakan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan
politik. Konsep ini dikenal sebagai dikotomi politik-administrasi dan
menjadi dasar bagi banyak teori dan praktik Administrasi Publik di masa
berikutnya.

Frank J. Goodnow (1900) menambahkan bahwa meskipun
administrasi harus bersifat netral, tetap ada keterkaitan yang erat antara
politik dan administrasi, karena kebijakan publik yang dihasilkan oleh
proses politik harus diterjemahkan menjadi tindakan melalui proses
administratif. Goodnow menekankan bahwa fungsi politik menetapkan
tujuan kebijakan, sementara administrasi bertanggung jawab untuk
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pentingnya struktur, aturan, dan pemisahan antara pembuatan kebijakan
dan pelaksanaannya, yang semuanya menjadi fondasi dasar bagi
perkembangan teori Administrasi Publik di kemudian hari.

2. Masa Peralihan

Masa Peralihan dalam sejarah Administrasi Publik merujuk pada
periode di mana pandangan terhadap administrasi dan politik mulai
mengalami perubahan signifikan, terutama pada pertengahan abad ke-
20. Pada masa ini, teori-teori klasik yang berfokus pada struktur birokrasi
dan dikotomi politik-administrasi mulai dipertanyakan, seiring dengan
berkembangnya pendekatan yang lebih ilmiah dan kompleks terhadap
pengelolaan publik. Herbert A. Simon (1947) menjadi salah satu tokoh
kunci yang membawa perubahan besar dalam pemahaman Administrasi
Publik melalui bukunya "Administrative Behavior." Simon mengkritik
pendekatan klasik yang terlalu menekankan pada struktur dan aturan
formal. la memperkenalkan konsep bounded rationality, yang
menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam organisasi publik
sering kali dilakukan dengan informasi yang terbatas dan dalam kondisi
ketidakpastian. Simon menekankan bahwa perilaku manusia dalam
organisasi, termasuk dalam administrasi publik, lebih kompleks dan
tidak sepenuhnya rasional seperti yang diandaikan oleh teori-teori klasik.

Dwight Waldo (1948) juga memberikan kontribusi penting pada
masa peralihan ini melalui karyanya "The Administrative State." Waldo
menolak gagasan dikotomi politik-administrasi, dengan berargumen
bahwa administrasi publik tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari
politik. la menekankan bahwa administrasi juga memiliki aspek nilai
yang tidak dapat diabaikan, termasuk pertimbangan etis dan keadilan
sosial dalam pelaksanaan kebijakan. Pada masa ini, perhatian juga mulai
beralih dari sekadar pelaksanaan kebijakan menuju pemahaman yang
lebih dalam mengenai proses pembuatan kebijakan dan peran
administrasi dalam pembentukan kebijakan publik. Frank J. Goodnow
(1900) sebelumnya telah menyarankan bahwa politik menetapkan tujuan
kebijakan, sementara administrasi mengimplementasikan kebijakan
tersebut. Namun, pada masa peralihan ini, menjadi semakin jelas bahwa
administrasi juga memiliki peran aktif dalam mempengaruhi dan
merumuskan kebijakan.
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3. Era New Public Administration

Era New Public Administration (NPA) muncul pada akhir 1960-
an dan awal 1970-an sebagai respons terhadap kegagalan pendekatan
Administrasi Publik tradisional dalam menghadapi perubahan sosial
yang cepat dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Gerakan
ini lahir dari ketidakpuasan terhadap model birokrasi Weberian yang
dianggap terlalu kaku dan tidak responsif terhadap masalah sosial yang
mendesak, seperti ketidakadilan, kemiskinan, dan diskriminasi rasial.

Gambar 1. New Public Administration
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Dwight Waldo (1968), salah satu tokoh utama dalam gerakan ini,
dalam bukunya "Public Administration in a Time of Turbulence,”
menekankan perlunya Administrasi Publik untuk lebih fokus pada nilai-
nilai seperti keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan
partisipasi publik. NPA mengkritik pendekatan tradisional yang
cenderung mengutamakan efisiensi dan netralitas administratif, dan
mengusulkan pendekatan yang lebih humanistik dan berbasis nilai.
Waldo berpendapat bahwa Administrasi Publik tidak bisa hanya menjadi
alat untuk melaksanakan kebijakan, tetapi harus berperan aktif dalam
mengatasi masalah-masalah sosial dan memperjuangkan perubahan
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sosial yang positif. NPA juga memperkenalkan konsep equity atau
keadilan sebagai salah satu tujuan utama dalam Administrasi Publik.
George Frederickson (1971), dalam esainya "Toward a New Public
Administration,” mengemukakan bahwa administrasi publik harus lebih
peduli terhadap distribusi yang adil dari layanan publik dan harus bekerja
untuk mengurangi kesenjangan sosial. Frederickson menekankan bahwa
Administrasi Publik harus tidak hanya efisien tetapi juga adil dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terpinggirkan.

4. Era New Public Management

Era New Public Management (NPM) muncul pada akhir 1980-an
hingga 1990-an sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap
birokrasi tradisional yang dianggap lamban, tidak efisien, dan terlalu
birokratis. NPM mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta
ke dalam sektor publik dengan tujuan meningkatkan efisiensi,
efektivitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan
masyarakat.

Gambar 2. New Public Management
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Christopher Hood (1991) adalah salah satu tokoh utama yang
mempopulerkan konsep NPM melalui artikelnya "A Public Management
for All Seasons?" Dalam karyanya, Hood mendefinisikan NPM sebagai
kumpulan ide yang melibatkan desentralisasi, pemberdayaan manajer,
fokus pada hasil, dan penggunaan teknik manajemen dari sektor swasta,
seperti pengukuran kinerja, kompetisi internal, dan orientasi pada
pelanggan. Hood berpendapat bahwa dengan menerapkan teknik-teknik
ini, organisasi publik dapat menjadi lebih fleksibel, efisien, dan lebih
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan NPM
menekankan pentingnya manajemen berbasis hasil (results-oriented
management) di mana keberhasilan organisasi publik diukur berdasarkan
Kinerja dan pencapaian target tertentu. Ini berbeda dengan pendekatan
birokrasi tradisional yang lebih fokus pada prosedur dan proses. NPM
juga mendorong penggunaan kontraktualisasi, di mana layanan publik
dikelola melalui kontrak yang jelas antara pemerintah dan penyedia
layanan, baik di sektor publik maupun swasta, untuk meningkatkan
akuntabilitas dan kinerja.

NPM juga menerima kritik karena terlalu berfokus pada efisiensi
dan mengabaikan nilai-nilai seperti keadilan sosial dan akuntabilitas
demokratis. Paul du Gay (2000), dalam bukunya "In Praise of
Bureaucracy," berargumen bahwa penerapan model manajemen swasta
di sektor publik dapat merusak prinsip-prinsip birokrasi Weberian yang
penting, seperti netralitas, legalitas, dan prosedur yang transparan. Era
NPM menandai perubahan signifikan dalam pengelolaan sektor publik,
dengan menekankan hasil, efisiensi, dan penggunaan mekanisme pasar
dalam pelayanan publik. Meskipun membawa inovasi dalam manajemen
publik, pendekatan ini juga mengundang perdebatan mengenai
dampaknya terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam Administrasi
Publik.

5. Era Collaborative Governance

Era Collaborative Governance muncul pada awal abad ke-21
sebagai respons terhadap kompleksitas masalah publik yang tidak dapat
diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Pendekatan ini menekankan
pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor dari sektor publik, swasta,
dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan
masalah publik yang rumit. Don Kettl (2002) dalam bukunya "The

Transformation of Governance” menyatakan bahwa tantangan-
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tantangan publik seperti perubahan iklim, terorisme, dan ketidaksetaraan
ekonomi membutuhkan pendekatan yang melibatkan banyak pemangku
kepentingan. Collaborative Governance adalah sebuah model di mana
pemerintah bekerja secara kolaboratif dengan aktor non-pemerintah,
termasuk organisasi masyarakat sipil, perusahaan swasta, dan warga
negara, untuk merumuskan kebijakan dan memberikan layanan publik.

Pendekatan ini berfokus pada network governance, di mana
hubungan horizontal antara berbagai organisasi menggantikan struktur
hierarkis tradisional. Kolaborasi ini memungkinkan pemanfaatan sumber
daya yang lebih luas, peningkatan inovasi, dan pengambilan keputusan
yang lebih inklusif. Ansell dan Gash (2007) dalam artikelnya
"Collaborative Governance in Theory and Practice” mendefinisikan
Collaborative Governance sebagai pengaturan di mana satu atau lebih
lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-
pemerintah dalam proses kolektif untuk membuat keputusan kebijakan
publik. Collaborative Governance juga meningkatkan partisipasi publik,
memungkinkan masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam proses
pengambilan keputusan. Ini menciptakan rasa memiliki dan akuntabilitas
yang lebih besar di kalangan masyarakat terhadap kebijakan yang
dihasilkan.

Pendekatan ini juga menghadapi tantangan, seperti kesulitan
dalam mengoordinasikan berbagai kepentingan yang berbeda dan risiko
bahwa proses kolaborasi dapat menjadi lambat dan rumit. Emerson,
Nabatchi, dan Balogh (2012) dalam karyanya "An Integrative
Framework for Collaborative Governance” menekankan pentingnya
pengelolaan proses kolaborasi yang efektif untuk mengatasi tantangan-
tantangan tersebut dan mencapai hasil yang diinginkan Era
Collaborative Governance menunjukkan pergeseran dari model
pemerintahan yang terpusat ke pendekatan yang lebih inklusif dan
partisipatif, di mana berbagai aktor bekerja bersama untuk mengatasi
masalah publik yang kompleks dan lintas sektoral.

C. Peran dan Fungsi Administrasi Publik dalam Masyarakat

Administrasi Publik berperanan yang sangat penting dalam
masyarakat modern. Fungsi-fungsi dan perannya dalam menjalankan
pemerintahan dan melayani masyarakat mencerminkan cara bagaimana
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kebijakan publik diterjemahkan menjadi tindakan konkret dan
bagaimana berbagai layanan publik disampaikan secara efektif.

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik adalah proses di mana keputusan
dan rencana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan
diubah menjadi tindakan nyata di lapangan. Proses ini melibatkan
penerjemahan tujuan kebijakan menjadi program, prosedur, dan tindakan
konkret yang harus dijalankan oleh lembaga publik. Frank J. Goodnow
(1900) dalam "Politics and Administration” menjelaskan bahwa
implementasi kebijakan adalah fungsi utama Administrasi Publik. Proses
ini memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi antara berbagai
lembaga, dan pelaksanaan yang efektif. Implementasi tidak hanya
sekadar menjalankan perintah tetapi juga melibatkan adaptasi terhadap
kondisi di lapangan dan penyelesaian masalah yang mungkin timbul
selama pelaksanaan.

Herbert A. Simon (1947) dalam "Administrative Behavior"
menggarisbawahi pentingnya pengambilan keputusan dalam proses
implementasi. Pengambilan keputusan yang efektif memerlukan
pemahaman yang mendalam tentang konteks, sumber daya, dan
tantangan yang ada. Simon menekankan bahwa pengambilan keputusan
dalam administrasi publik sering dilakukan dalam kondisi ketidakpastian
dan dengan informasi yang terbatas, sehingga penting untuk
menggunakan pendekatan yang fleksibel dan adaptif. Dalam
pelaksanaannya, EImore (1985) dalam artikelnya "Backward Mapping:
Implementation Research and Policy Decisions” menyarankan metode
backward mapping, yaitu pendekatan yang dimulai dengan memahami
hasil yang diinginkan dan kemudian merancang proses dan strategi untuk
mencapainya. Pendekatan ini membantu dalam menyelaraskan kegiatan
implementasi dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai.

2. Penyediaan Layanan Publik

Penyediaan Layanan Publik adalah salah satu fungsi utama
Administrasi  Publik yang sangat krusial dalam memastikan
kesejahteraan masyarakat dan mendukung fungsi-fungsi dasar
pemerintahan. Fungsi ini mencakup pengorganisasian, pengelolaan, dan
penyampaian layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari,

seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Nicholas
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Henry (2013) dalam "Public Administration and Public Affairs"
menjelaskan bahwa Administrasi Publik bertanggung jawab untuk
menyediakan berbagai layanan publik yang esensial bagi kehidupan
masyarakat. Ini termasuk mengelola institusi pendidikan, rumah sakit,
sistem transportasi, dan lembaga penegak hukum. Penyediaan layanan
publik harus dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas untuk
memastikan bahwa layanan dapat diakses oleh seluruh anggota
masyarakat dengan adil dan merata.

Administrasi Publik harus memastikan bahwa layanan publik
tidak hanya tersedia tetapi juga berkualitas. Ini melibatkan perencanaan
dan pelaksanaan program-program yang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat dengan baik. George Frederickson (1971) dalam "Toward a
New Public Administration” menekankan bahwa Administrasi Publik
harus fokus pada hasil dan dampak dari layanan publik, dan bukan hanya
pada proses atau struktur. Layanan harus diorientasikan pada pencapaian
hasil yang nyata bagi masyarakat. Selain itu, Elinor Ostrom (1990) dalam
bukunya "Governing the Commons"” membahas pentingnya partisipasi
masyarakat dalam penyediaan layanan publik. Partisipasi ini dapat
meningkatkan efektivitas layanan dengan memastikan bahwa layanan
yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi layanan dapat
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

3. Pengelolaan Sumber Daya

Pengelolaan Sumber Daya adalah salah satu fungsi penting
dalam Administrasi Publik yang mencakup perencanaan, alokasi, dan
penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah untuk
mencapai tujuan kebijakan publik. Fungsi ini meliputi pengelolaan
anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur, serta memastikan
bahwa sumber daya tersebut digunakan secara efektif dan efisien.
Herbert A. Simon (1947) dalam bukunya "Administrative Behavior"
menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya dalam administrasi
publik. Simon menyatakan bahwa pengelolaan yang baik memerlukan
pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sumber daya dapat
dialokasikan dan digunakan untuk memaksimalkan hasil. Administrasi
Publik harus merencanakan dengan cermat bagaimana anggaran akan
dibagi, bagaimana tenaga kerja akan dikelola, dan bagaimana

infrastruktur akan dipelihara dan dikembangkan.
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Pengelolaan anggaran mencakup perencanaan keuangan,
pengalokasian dana, dan pemantauan penggunaan anggaran. Nicholas
Henry (2013) dalam "Public Administration and Public Affairs"
menjelaskan bahwa administrasi publik bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa dana publik digunakan secara transparan dan
akuntabel. Ini melibatkan penyusunan anggaran yang realistis,
pemantauan pengeluaran, dan pelaporan yang jelas untuk mencegah
penyalahgunaan atau pemborosan. Pengelolaan sumber daya manusia
juga sangat penting. James E. Anderson (2010) dalam "Public
Policymaking™ menggarisbawahi bahwa Administrasi Publik harus
merekrut, melatih, dan mengelol